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Pelindungan data pribadi (PDP) merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan hak atas privasi. Maka dari
itu, PDP harus dipastikan pemenuhannya dalam seluruh sektor di Indonesia, termasuk sektor pasar modal.
Sektor pasar modal memainkan peran penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Maka dari itu,
segala kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pasar modal, termasuk kegiatan CDD dan EDD, harus
dipastikan efektivitasnya. Pada akhir tahun 2023, OJK meresmikan LAPMN melaui penerbitan POJK No.
15 Tahun 2023 sebagai infrastruktur pengadministrasian data CDD dan EDD secaratersentralisasi.
Sentralisasi datamelalui LAPMN memang dapat meningkatkan keefektivitasan pemanfaatan ruang siber
dan menyederhanakan proses CDD dan EDD. Akan tetapi, kegiatan ini juga semakin memperbesar potensi
terjadinya pelanggaraan PDP. Oleh karenaitu, penyelenggaraan LAPMN harus berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip PDP. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji penerapan PDP dalam penyelenggaraan
LAPMN di pasar modal Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat penelitian ini dilakukan secara
kualitatif dan hasil penelitian menyarankan diperlukannya pengesahan peraturan pelaksana pelindungan data
pribadi yang memuat beberapa ketentuan tambahan tertentu, sertarekomendasi penambahan ketentuan
terkait PDP dalam penyelenggaraan LAPMN di Indonesia.

...... Personal data protection (PDP) is one form of fulfillment of the right to privacy. Therefore, PDP must be
ensured in all sectorsin Indonesia, including the capital market sector. The capital market sector plays an
important role in the acceleration of the Indonesian economy. Therefore, all activities that support the
implementation of the capital market, including CDD and EDD activities, must be ensured for their
effectiveness. At the end of 2023, OJK inaugurated LAPMN through the issuance of POJK No. 15 of 2023
as an infrastructure for centralized administration of CDD and EDD data. Centralizing data through LAPMN
can indeed increase the effectiveness of cyberspace utilization and simplify the CDD and EDD process.
However, it also increases the potential for PDP violations. Therefore, the implementation of LAPMN must
be in accordance with PDP principles. This study aims to examine the application of PDP in the
implementation of LAPMN in the Indonesian capital market. The research is conducted qualitatively, and
the results of the research suggest the need for the ratification of implementing regulations for the protection
of personal data which contain certain additional provisions, as well as recommendations for the addition of
provisions related to PDP in the implementation of LAPMN in Indonesia.
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